Menimbang:

Mengingat:

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Mamasa.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.

. RPiorvimish edeleh Rrovinst Salemr s Retedth.

. Bupati adalah Bupati Mamasa.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamasa.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.

7. Standar Harga adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut
jenis, spesifikasi dan Harga tertinggi dalam periode tertentu.

8. Harga pasar adalah Harga penjualan di pasar umum wilayah Kabupaten
Mamasa.

9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Harga
satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di kabupaten Mamasa.

10. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Harga
satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan
dinas yang berlaku di Kabupaten Mamasa.

11. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah
Harga komponen Kkegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang
distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan
SSH sebagai elemen penyusunannya.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
Pengguna Anggaran.

13. Pajak adalah pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan.
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Pasal 2
Peraturan Bupati ini sebagai pedoman SKPD dalam penyusunan anggaran
yang dituangkan dalam DPA SKPD.

Pasal 3

(1) Standar Harga digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2) Dalam perencanaan anggaran, standar Harga berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja SKPD;
b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
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